JURNAL

PEMERINTAHAN, E-ISSN 2962-0198,
POLITIK ANGGARAN DAN Vol 5, No 3 (2025): Desember Hal. 497-504
ADMINISTRASI PUBLIK https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

ARAH POLITIK HUKUM DALAM PEMIKIRAN DAN
PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Adirandi M Rajab', Moh. Ery Kusmiadi?, Mariya Aziz}, Henraman®, Putrawansyah’
123 |Imu Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia
41lmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia
5 Psikologi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: iduli0053@gmail.com

Abstrak

Arah politik hukum dalam pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia mengalami perubahan signifikan,
terutama pasca Reformasi 1998. Reformasi menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan dari sistem
yang cenderung sentralistik dan otoriter menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan
berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perubahan arah politik hukum tersebut turut
mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam Hukum Tata Negara, termasuk penguatan prinsip
negara hukum, demokrasi konstitusional, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and
balances. Perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin
dalam perubahan struktur dan fungsi lembaga negara, baik yang bersumber dari amandemen konstitusi
maupun dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kehadiran lembaga-lembaga
baru seperti Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pergeseran pemikiran hukum tata negara ke
arah supremasi konstitusi dan penguatan peran lembaga yudisial dalam mengawal demokrasi dan
konstitusionalitas hukum. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran dan arah politik hukum dalam
Hukum Tata Negara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap
konstitusi, pengaruh kepentingan politik praktis dalom pembentukan hukum, serta ketidaksinkronan
antara gagasan normatif dan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa arah politik hukum belum
sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai konstitusional yang diidealkan

Kata kunci: Politik Hukum; Hukum Tata Negara; Konstitusionalisme Indonesia; Perkembangan Sistem
Ketatanegaraan; Reformasi Hukum dan Demokrasi

Absftract

The political and legal direction in Indonesian constitutional law thinking has undergone significant
changes, especially affer the 1998 Reformation. The Reformatfion marked a shift in the constitutional
paradigm from a system that fended fowards cenfralism and authorifarianism fo a more democrafic,
fransparent, and human righis-orienfed sysfem. This shiff in the political direction of law also confribufed
fo the emergence of new ideas in Consfifufional Law, including the sfrengthening of the rule of law
principle, constitutional democracy, and the limifation of power through checks and balances mechanisms.
The development of polifical and legal thought in Indonesian Consfitutional Law is also reflected in
changes fo the stfructure and functions of sfafe instifutions, both those stemming from constitutional
amendments and from the formatfion of subordinafte legislation. The emergence of new institutions like the
Constitutional Court indicafes a shift in consfifufional law thinking fowards constitutional supremacy and
the sfrengthening of the judicial branch’s role in safeguarding democracy and the constitutionality of law.
Nevertheless, the development of thought and the direction of political law in Indonesian Consfifutional
Law sfill faces various challenges. Differences in rthe inferprefation of the constifufion, the inflvence of
practical political inferests in lawmaking, and the lack of synchronisation befween normative ideas and
consfitutional practices indicafe that the direction of legal politics is not yet fully consistfent with the
idealised constifufional values.
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PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki posisi
strategis dalam sistem ketatanegaraan karena mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara,
hubungan antar lembaga negara, serta jominan hak dan kewajiban warga negara. Dalam
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perkembangannya, Hukum Tata Negara tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma
hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai hasil dari pemikiran dan konstruksi politik
hukum yang berkembang seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ideologi negara. Oleh
karena itu, arah politik hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi pemikiran dan
perkembangan Hukum Tata Negara di suatu negara. Di Indonesia, pemikiran mengenai politik
hukum dalaom Hukum Tata Negara tidok dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan negara
dan perjalanan sistem ketatanegaraan sejok masa kemerdekaan. Para pendiri bangsa telah
meletakkan dasar pemikiran hukum tata negara yang berorientasi pada cita-cita nasional,
sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, dalam praktiknya, pemikiran hukum tata negara tersebut terus mengalami
perkembangan dan penafsiran ulang sesuai dengan perubahan konteks politik dan kebutuhan
masyarakat di Indonesia.

Arah politik hukum dalom pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia mengalami
perubahan signifikan, terutama pasca Reformasi 1998. Reformasi menandai pergeseran
paradigma ketatanegaraan dari sistem yang cenderung sentralistik dan otoriter menuju sistem
yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Perubahan arah politik hukum tersebut turut mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru
dalom Hukum Tata Negara, termasuk penguatan prinsip negara hukum, demokrasi
konstitusional, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances.
Perkembangan pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin
dalam perubahan strukiur dan fungsi lembaga negara, baik yang bersumber dari amandemen
konstitusi maupun dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kehadiran
lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstfitusi menunjukkan adanya pergeseran
pemikiran hukum fata negara ke arah supremasi konstitusi dan penguatan peran lembaga
yudisial dalom mengawal demokrasi dan konstitusionalitas hukum. Meskipun demikian,
perkembangan pemikiran dan arah politik hukum dalaom Hukum Tata Negara Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap konstitusi, pengaruh
kepentingan politik praktis dalam pembentukan hukum, serta ketidaksinkronan antara gagasan
normatif dan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa arah politik hukum belum
sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai konstitusional yang diidealkan. Hal ini menegaskan
bahwa pemikiran politik hukum tidak hanya berperan sebagai landasan teoritis, tetapi juga
sebagai instrumen Kritis dalam menilai arah perkembangan Hukum Tata Negara. Politik
hukum dapat dipahami sebagai kebijokan dasar negara mengenai hukum yong hendak
dibentuk, dipertahankan, atau diubah guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks Hukum
Tata Negara, politik hukum berperan menentukan bagaimana strukiur kekuasaan negara
diatur, bagaimana hubungan antar lembaga negara dibangun, serfa bagaimana hak-hak
konstitusional warga negara dijamin. Oleh karena itu, pemikiran politik hukum menjadi
landasan utama dalom merumuskan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai
konstitusi. Di Indonesia, politik hukum Hukum Tata Negara berakar pada ideologi Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai tersebut
menjadi pedoman normatif dalam merumuskan arah pengembangan hukum tata negara yang
berorientasi pada negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran
Hukum Tata Negara Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem
politik dan ketatanegaraan. Pada masa awal kemerdekaan, arah politik hukum lebih
menekankan pada upaya konsolidasi kekuasaan negara dan stabilitas pemerintahan. Namun,
dalaom perkembangannya, terutama pasca Reformasi 1998, terjadi pergeseran pemikiran politik
hukum ke arah penguatan demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaon negara.
Perubahan arah politik hukum tersebut mendorong berkembangnya pemikiran mengenai
pentingnya supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks
and balances antar lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik hukum
tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan
demokrasi. Perkembangan pemikiran politik hukum dalom Hukum Tata Negara Indonesia
secara nyata tercermin dalam fransformasi kelembagaan negara. Perubahan tersebut tidak
hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional, yakni menyangkut pergeseran peran,
kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara. Transformasi ini merupakan konsekuensi
logis dari arah politik hukum yang menghendaki sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis,
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akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi titik penting dalam perubahan tersebut.
Melalui amandemen, terjadi penataan ulang strukiur ketatanegaraan yang bertujuan
membatasi kekuasaan, mencegah dominasi satu lembaga, serta menciptakan mekanisme
checks and balances yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya
berfungsi sebagai kebijakan normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa ketatanegaraan
(constitutional engineering).

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (quardian of the
constitution) sekaligus penafsir terakhir terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan
pengujion undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga
negara, serta perlindungan hak konstitusional warga negara menunjukkan adanya pergeseran
pemikiran hukum tata negara ke arah constitutional democracy. Dalam kerangka ini, lembaga
yudisial tidak lagi diposisikan secara pasif, tetapi aktif dalam memastikan bahwa proses politik
dan pembentukan hukum berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. perkembangan
pemikiran politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia juga tercermin dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Undang-undang yang
mengatur kelembagaan negara, sistem pemilihan umum, serta mekanisme pengawasan
kekuasaan menunjukkan adanya upaya untuk meneriemahkan nilai-nilai konstitusional ke
dalam norma hukum yang operasional. dinamika pembentukan peraturan perundang-
undangan juga memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas politik hukum dan realitas
politik praktis. Tidak jarang, kepentingan politik jongka pendek memengaruhi substansi
undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya
harus diuvji oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lembaga
yudisial dalam menjaga konsistensi arah politik hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi.

https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

METODE PENELITIAN

Pada penelitain ini, jenis penelitaion yang kemudian digunakan adalah penelitian
hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis
berupa penelition yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Adapun jenis bahan hukum yang digunaokan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang
undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan
sumber bahan hukum yang digunakan Dallam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui
study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada
berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisi
secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arah Politik Hukum dalom Pemikiran dan Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia
Arah politik hukum merupakan faktor determinan dalam membentuk dan mengarahkan
perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia. Politik hukum tidak hanya dipahami sebagai
kehendak penguasa dalom membentuk hukum, tetapi sebagai kebijokan dasar negara (legal
policy) yang berlandaskan pada ideologi Pancasila dan konstitusi negara. Dalom konteks ini,
Hukum Tata Negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur struktur kekuasaan,
hubungan antar lembaga negara, serfa mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis dan konstitusional. Perubahan arah politik hukum sangat dipengaruhi oleh
dinamika sosial, politik, dan tuntutan demokratisasi. Perubahan arah politik hukum merupakan
konsekuensi logis dari adanya dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam
masyarakat, terutama seiring dengan menguatnya tuntutan demokratisasi. Politik hukum tidak
lagi dipahami sebagai instrumen kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana normatif untuk
mewujudkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam
konteks ini, hukum diposisikan sebagai refleksi dari kehendak rakyat (popular sovereignty)
yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara serta jaminan terhadap kebebasan
sipil.
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Dinamika sosial yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
mendorong perubahan paradigma dalam pembentukan dan penegakan hukum. Masyarakat
tidak lagi bersikap pasif terhadap kebijokan negara, tetapi semakin aktif mengawasi,
mengkritisi, dan bahkan menggugat produk hukum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip
keadilan dan konstitusionalitas. Kondisi ini menempatkan politik hukum pada posisi yang lebih
responsif (responsive legal policy), di mana hukum dituntut untuk adaptif terhadap kebutuhan
sosial serta aspirasi publik yang berkembang. perubahan arah politik hukum di Indonesia fidak
dapat dilepaskan dari momentum Reformasi 1998, yang menandai pergeseran mendasar dari
sistem pemerintahan yang bersifat otoritarion menuju sistem demokrasi konstitusional.
Reformasi tersebut melahirkan komitmen baru dalam penyelenggaraan negara, khususnya
dalam penataan ulang strukiur ketatanegaraan dan mekanisme checks and balances. Politik
hukum pascareformasi diarahkan untuk membatasi dominasi kekuvasaan eksekutif serta
memperkuat peran lembaga legislatif dan yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan. Tuntutan
demokratisasi juga tercermin dalam penguatan prinsip supremasi konstitusi sebagai landasan
utama politik hukum. Pembentukan lembaga seperti.

Mahkamah Konstitusi menjadi indikator penting perubahan orientasi politik hukum ke
arah perlindungan konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan lembaga
ini mempertegas bahwa produk politik dan peraturan perundang-undangan tidak bersifat
absolut, melainkan harus tunduk pada nilai-nilai konstitusional yang menjunjung demokrasi
dan keadilan substantif. perubahan arah politik hukum yang dipengaruhi oleh demokratisasi
juga menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum.
Proses legislasi tidak lagi bersifat elitis, tetapi diharapkan melibatkan masyarakat secara
bermakna (meaningful participation). Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum modern
bergerak menuju model yang inklusif, di mana legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari
kewenangan formal negara, tetapi juga dari penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Oleh
karena itu, perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia tidak bersifat statis, melainkan
responsif terhadap perubahan paradigma ketatanegaraon yong berkembang dalam
masyarakat. Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia menunjukkan karakter yang
dinamis dan adaptif terhadap perubahan paradigma ketatanegaraan yang berkembang dalom
masyarakat. Hukum Tata Negara tidak dapat dipahami sebagai sistem norma yang statis,
melainkan sebagai konstruksi hukum yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial,
politik, dan ideologis yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Perubahan paradigma tersebut
mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap relasi antara negara dan warga
nhegara, serfa terhadap pembatasan dan pengendalion kekuasaan. perubahan paradigma
ketatanegaraan di Indonesia tampak jelas dalaom transformasi sistem ketatanegaraan dari
model yang menempatkan supremasi kekuasaon negara menuju paradigma supremasi
konstitusi. Pergeseran ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersumber semata-
mata pada legitimasi politik, tetapi harus dibatasi dan diatur oleh norma konstitusional. Dalam
konteks ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami
perubahan fundamental melalui amandemen yang bertujuan memperkuat prinsip negara
hukum demokratis serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Responsivitas Hukum Tata Negara juga tercermin dalam perubahan struktur dan fungsi
lembaga negara. Lembaga-lembaga ketatanegaraan yang sebelumnya memiliki kewenangan
yang terpusat, kini mengalami redistribusi kekuasaan melalui mekanisme checks and balances.
Pembentukan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, merupakan manifestasi
dari kebutuhan sistem ketatanegaraan modern untuk menyediakan instrumen pengujian
konstitusionalitas hukum dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal
ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara berkembang seiring dengan tuntutan akan
akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan. Hukum Tata Negara modern
menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam pembentukan dan
pengawasan kebijaokan negara. Prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi dipahami secara simbolik,
melainkan diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipasi secara aktif dalaom proses politik dan hukum. Kondisi ini menuntut Hukum
Tata Negara untuk bersifat responsif terhadap aspirasi masyarakat serta perkembangan nilai-
hilai demokrasi substantif. responsivitas Hukum Tata Negara juga berkaitan erat dengan
perkembangan teori negara hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastion hukum
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dan keadilan. Perubahan norma ketatanegaraan tidak hanya diarahkan untuk menciptakan
stabilitas sistem, tetapi juga untuk menjawab tantangan baru yang muncul akibat globalisasi,
perkembangan teknologi, dan kompleksitas hubungan sosial. Oleh karena itu, Hukum Tata
Negara Indonesia dituntut untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai sistem
hukum yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.
Perkembangan Pemikiran Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Secara historis, arah politik hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia mengalami
pergeseran signifikan dari masa ke masa. Pada periode awal kemerdekaan hingga Orde Baru,
politik hukum cenderung bersifat sentralistik dan menempatkan kekuasaan eksekutif sebagai
aktor dominan dalam sistem ketatanegaraan. dengan menempatkan eksekutif sebagai aktor
dominan dalam sistem ketatanegaraan. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi historis dan politik
yang menuntut stabilitas nasional, konsolidasi kekuasaan negara, serfa upaya menjoga
keutuhan wilayah dan pemerintahan yang baru terbentuk. Dalam konteks tersebut, hukum
lebih difungsikan sebagai instrumen untuk memperkuat otoritas negara daripada sebagai
sarana pembatasan kekuasaan. konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif dipandang
sebagai kebutuhan objektif guna menghadapi ancaman disintegrasi dan ketidakstabilan politik.
Presiden memegang peranan sentral dalam menentukan arah kebijokan negara, termasuk
dalaom pembentukan dan pelaksanaan hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif menganut prinsip pembagian kekuasaan,
dalam praktik ketatanegaraan terjadi penafsiran yang menempatkan kekuasaan eksekutif pada
posisi yang sangat dominan. Hal ini menyebabkan mekanisme pengawasan dan penyeimbang
kekuasaan belum berjalan secara efektif. Dominasi eksekutif semakin menguat pada masa
Orde Baru, ketika stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dijadikan landasan utama
penyelenggaraan negara. Politik hukum pada periode ini cenderung bersifat top-down, di mana
proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikendalikan secara ketat oleh
pemerintah pusat. Lembaga legislatif dan yudisial berada dalam posisi subordinatif, sehingga
ruang kritik dan kontrol terhadap kebijokan negara menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini,
hukum sering kali berfungsi sebagai legitimasi formal atas kebijakan politik pemerintah, bukan
sebagai alat koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sentralisme politik hukum pada
masa tersebut juga berdampaok pada terbatasnya partisipasi masyarakat dalom proses
ketatanegaraan. Prinsip kedaulatan rakyat belum terwujud secara substantif, karena aspirasi
publik tidak memperoleh saluran yang efektif dalam proses legislasi maupun pengambilan
keputusan politik. Akibatnya, hukum cenderung merepresentasikan kepentingan penguasa
daripada mencerminkan kebutuhan dan keadilon sosial yang berkembang di masyarakat.
arakter sentralistik dan dominasi eksekutif dalam politik hukum pada periode awal
kemerdekaan hingga Orde Baru menunjukkan kuatnya paradigma state-centered. Negara
dipandang sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur kehidupan
masyarakat, sementara peran warga negara lebih bersifat pasif. Konsepsi negara hukum pada
masa tersebut lebih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin prinsip checks and
balances

Namun, pasca peristiwa Reformasi 1998, terjadi perubahan mendasar dalam pemikiran
politik hukum. Arah politik hukum bergeser menuju penguatan prinsip demokrasi, perlindungan
hak asasi manusia, supremasi hukum, serta pembatasan kekuasaan negara. Perubahan ini
tercermin dalam reformasi konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum
demokratis (democratische rechtsstaat).
Konsistensi Arah Politik Hukum dalam Mewvujudkan Tujuan Negara

Arah politik hukum dalom perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia diarahkan
untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, politik hukum tidak boleh
dilepaskan dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kepastiaon hukum. Politik hukum pada
hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan
penyelenggaraan negara, yaitu keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum. Ketiga nilai
tersebut merupakan pilar normatif yang saling berkaitan dan harus diintegrasikan secara
seimbang dalom perumusan maupun pelaksanaan kebijokan hukum. Tanpa landasan nilai
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yang kokoh, politik hukum berpotensi kehilangan arah dan justru melahirkan ketimpangan
sosial serta ketidakpastian dalam sistem hukum. Politik hukum yang berorientasi pada
keadilan sosial tidak hanya menekankan aspek formal legalitas, tetapi juga memperhatikan
dampak substantif dari penerapan hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini,
hukum dituntut untuk mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya
sila kelima, yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijokan hukum yang dihasilkan harus mampu menjawab
persoalan ketimpangan ekonomi, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar
warga negara. Demokrasi sebagai nilai kedua menuntut agar politik hukum disusun melalui
mekanisme yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hukum fidak boleh lahir dari
kehendak sepihak penguasa, melainkan harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat secara luas. Prinsip kedaulatan rakyat menempatkan warga negara sebagai subjek
aktif dalam proses pembentukan hukum, baik melalui representasi politik maupun partisipasi
langsung. Dengan demikian, politik hukum yang demokratis akan menghasilkan produk hukum
yang memiliki legitimasi sosial dan moral, sehingga lebih efekfif dalam implementasinya.
Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa inkonsistensi antara
arah politik hukum yang normatif dengan implementasinya. Ketegangan antara kepentingan
politik dan prinsip negara hukum kerap memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum
tata negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara
hegara untuk menjaga arah politik hukum agar tetap sejalan dengan konstitusi dan cita hukum
nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Arah politik hukum dalam pemikiran dan perkembangan Hukum Tata Negara
Indonesia merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan dalom
kerangka negara hukum yang demokratis. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen pembentukan hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan tujuan
bernegara sebagaimana diamanatkan dalom Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, arah politik hukum harus senantiasa berpijok
pada nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kepastian hukum. Perkembangan pemikiran politik
hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari legalisme formal menuju
pendekatan konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi
konstitusi). Hal ini tampak jelas melalui amandemen UUD 1945 yang berdampak signifikan
terhadap struktur ketatanegaraan, penguatan prinsip checks and balances,

arah politik hukum dalom Hukum Tata Negara Indonesia juga dipengaruhi oleh
tuntutan reformasi, globalisasi, serta perkembangan hak asasi manusia. Politik hukum tidak
lagi semata-mata mencerminkan kehendak penguasa, melainkan harus mengakomodasi
aspirasi masyarakat, menjamin perlindungan hak warga negara, serta menciptakan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, dalam prakitiknya masih
ditemukan disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan hukum, serta kecenderungan politisasi
hukum yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. dapat disimpulkan bahwa arah
politik hukum dalaom perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia berada pada upaya
berkelanjutan untuk meneguhkan prinsip negara hukum demokratis, memperkuat supremasi
konstitusi, serta menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi politik hukum agar selaras dengan
hilai-nilai konstitusional dan cita hukum Pancasila.

Penguatan Konsistensi Politik Hukum: Pemerintah dan pembentuk undang-undang
perlu memastikan bahwa setiap kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan disusun
secara konsisten dengan arah politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD
1945, guna mencegah terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Optimalisasi Peran
Lembaga Negara:Lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga yudisial seperti Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung, perlu terus diperkuat independensinya agar mampu
menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk politik hukum yang bertentangan dengan
prinsip konstitusionalitas dan keadilan Internalisasi Nilai Konstitusional dalom Praktik
Pemerintahan: Aparatur negara dan penyelenggara pemerintahan perlu menginternalisasikan
nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan keadilan sosial dalam setiap findakan dan kebijakan,
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sehingga arah politik hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga
terimplementasi secara nyata.
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